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ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan instrumen penting untuk pencapaian tujuan pembangunan
SDM, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas pendidikan. Otonomi daerah memberikan
pemerintah lokal kewenangan lebih luas dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan melalui
desentralisasi fiskal. Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk
mengkaji efektivitas pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah berdasarkan 35 artikel ilmiah
yang dipublikasikan antara 2015-2025. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh
perencanaan berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, kapasitas SDM pengelola, serta
partisipasi masyarakat, sekaligus menghadapi kendala struktural seperti disparitas kapabilitas
fiskal antar daerah. Rekomendasi kebijakan termasuk penguatan evaluasi, peningkatan kapasitas
pengelola, dan perbaikan mekanisme alokasi dana berdasarkan kebutuhan nyata daerah untuk
meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci : Efektivitas Pembiayaan Pendidikan, Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal,
Anggaran Pendidikan, Systematic Literature Review
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia
untuk memperkuat pembangunan nasional. Konsep human capital menyatakan bahwa pendidikan
efektif berdampak pada peningkatan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi negara
(Becker, 1964). Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia mendelegasikan sebagian kewenangan
anggaran pendidikan ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Desentralisasi tersebut diharapkan meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas alokasi
anggaran pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa
kebijakan ini juga membawa tantangan, termasuk ketimpangan antar daerah, kapasitas fiskal yang
variatif, dan kelemahan dalam sistem pengawasan anggaran yang berdampak pada efektivitas
pengelolaan anggaran pendidikan.

Tinjauan Pustaka
Pembiayaan Pendidikan dalam Desentralisasi

Pembiayaan pendidikan mencakup sumber dana, alokasi, penggunaan, dan
pertanggungjawaban anggaran. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki
kewenangan lebih besar untuk merencanakan dan memprioritaskan anggaran pendidikan
berdasarkan kebutuhan lokal. Studi oleh Sumual et al. menunjukkan bahwa meskipun otonomi
fiskal memberi keleluasaan pengelolaan anggaran, tantangan seperti ketergantungan terhadap
transfer dana pusat dan rendahnya kontribusi PAD memengaruhi efektivitas anggaran pendidikan
di beberapa wilayah.

Efektivitas dan Kualitas Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kewenangan, tetapi juga
dengan pencapaian mutu layanan. Prinsip desentralisasi pendidikan mencakup pemberian
wewenang penuh kepada sekolah dan pemerintah lokal untuk menentukan kebijakan pengelolaan
pendidikan, termasuk anggaran, yang bertujuan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Penelitian Alimuddin et al. (2025) menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat
penting dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan anggaran pendidikan
yang efektif dan berkelanjutan.

Ketimpangan Fiskal dan Pemerataan Akses

Ketimpangan pembiayaan pendidikan menjadi isu penting dalam desentralisasi. Runiasih
& Ahmad (2025) menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam belanja pendidikan per kapita
antara daerah dengan PAD tinggi dan rendah. Sistem transfer dana pusat tidak sepenuhnya efektif
menutup kesenjangan ini karena kurangnya insentif berbasis kinerja dan fleksibilitas dalam alokasi
dana.

METODE

Pendekatan SLR

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk
menghimpun, memilah, dan mensintesis temuan empiris dari penelitian yang relevan. Protokol
SLR meliputi identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan sintesis data dari literatur ilmiah yang
diterbitkan antara 2015-2025.
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Sumber Data

Data diambil dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus Indexed Journals, Portal
Garuda, dan jurnal nasional bereputasi (SINTA). Kata kunci yang digunakan termasuk
“pembiayaan pendidikan”, “otonomi daerah”, “desentralisasi pendidikan”, “anggaran
pendidikan”, dan kombinasi relevan lainnya.
Kriteria Seleksi

Kriteria inklusi: artikel ilmiah peer-review, konteks otonomi daerah/desentralisasi, periode
2015-2025.

Kriteria eksklusi: artikel opini, editorial, studi yang tidak relevan langsung dengan fokus
penelitian.
Prosedur Seleksi

Identifikasi awal (250 artikel) — screening judul & abstrak — analisis full text (110 artikel)
— evaluasi kualitas metodologis — 35 artikel terpilih untuk sintesis tematik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil sintesis dari 35 artikel ilmiah yang dianalisis secara sistematis
terkait efektivitas pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah di Indonesia. Analisis tematik
dilakukan berdasarkan variabel utama yang digunakan dalam kerangka evaluasi: perencanaan
anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, kapasitas sumber daya manusia (SDM)
pengelola anggaran, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, serta kendala struktural
antardaerah. Setiap tema dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada bukti empiris dari
penelitian terdahulu dan disertai interpretasi konseptual.

Tabel 1. Hasil Temuan Penelitian Relevan

No Penulis Tahun Fokus Penelitian Metode Temuan Utama
Amirullah & Perencanaan Alokasi anggaran berbasis indikator
Saptari 2021 anggaran berbasis Kuantitatif kinerja meningkatkan hasil pendidikan
P Kinerja dan efisiensi penggunaan dana.
Dewi & Transparansi Keterbukaan anggaran berhubungan
2 . 2020 anggaran Kuantitatif dengan rendahnya penyimpangan dan
Hanafi - X .
pendidikan meningkatnya kepercayaan publik.
. Penggunaan dana BOS tepat sasaran
3 Kurniawan 2019 Efektivitas dana Kuantitatif ~meningkatkan kualitas pendidikan;
BOS . . .
dipengaruhi kompetensi SDM.
. Desentralisasi dan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah
Sari & L o ; . .
) 2022 disparitas Kualitatif kesulitan mencapai efektivitas
Wicaksono :
antardaerah pembiayaan.
. : . Kompetensi perencana anggaran
5 Fitr & 2019 Kapasitas SDM Mixed menentukan kualitas alokasi dan
Agustina pengelola Methods

implementasi dana sekolah.
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Temuan Utama
Pelatihan Pelatihan budgeting meningkatkan
Kuantitatif akurasi alokasi dan kesesuaian dana

Prabowo &
6 . 2021 )
Lita budgeting dengan kebutuhan sekolah.
Keterlibatan stakeholder

7 Hasanah et 2022 Partisipasi Kualitatif meningkatkan legitimasi dan
al. masyarakat .
akuntabilitas pengelolaan anggaran.
PUIWanNto & Partisipasi Mixed Partisipasi aktif komite sekol_ah _
8 : 2022 memperkuat pengawasan dan orientasi
Dewi stakeholder Methods
anggaran ke kebutuhan nyata.
Keterbukaan informasi keuangan
meningkatkan kontrol internal dan
kepercayaan masyarakat.
Akuntabilitas internal & eksternal
10 Setiawan 2020 Akuntat_)ll_ltas & Kuantitatif ~ Y2"9 lemah _menurunkan da_m_pak
efektivitas transparansi terhadap efektivitas
pembiayaan.
Sekolah dengan perencanaan berbasis
Perencanaan Kuantitatif indikator kinerja memiliki nilai
akademik lebih tinggi dan penggunaan

Metode

Tahun Fokus Penelitian

No Penulis

9 Anggraini 2017 Transparansi Kualitatif
anggaran

Nugroho &
1 Yulianti 2018 berbasis kinerja
dana bertanggung jawab.

Fasilitas & Daerah tertinggal mengalokasikan
12 Bahrin 2017 efektivitas Kualitatif dana lebih banyak untuk pemeliharaan
pembiayaan dasar, mengurangi inovasi pendidikan.
Runiasih & Ketimpanaan DAU & DAK belum mampu menutup
13 2025 .. pang Kuantitatif kesenjangan fiskal antar daerah secara

Ahmad fiskal antar daerah merata

Kompetensi teknis pengelola anggaran
Kapasitas teknis Mixed berpengaruh signifikan terhadap
kualitas perencanaan dan

Alimuddin

14 et al. 2025 pengelola Methods
implementasi.

Alokasi anggaran harus mendukung

output & outcome yang jelas untuk
mencapai efektivitas.
Otonomi daerah efektif bila didukung
kapasitas pengelola lokal, pengawasan
kuat, dan partisipasi masyarakat.
Otonomi daerah meningkatkan

fleksibilitas penggunaan anggaran,
tetapi disparitas antar daerah tetap ada.

15 Radin 2006  Results-based L.
budgeting

16 Oates 1972 Desentral|sa3| Teoretis
fiscal

17 World Bank 2018 Pemb|ayafam & Laporan
desentralisasi
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No Penulis Tahun Fokus Penelitian Metode Temuan Utama
Komite aktif yang melakukan
18 Yanti 2022  Komite sekolah  Kualitatif oversight meningkatkan
pertanggungjawaban anggaran.
Amirullah & Evaluasi kinerja Sekolah yang rutin evaluasi kinerja
19 Dewi 2020 sekolah & alokasi Kuantitatif ~ memiliki distribusi anggaran lebih
dana tepat sasaran.
Hasanah & Peran orang tua Orang tua yang aktif meningkatkan
20 Fitriani 2021 dalam pengawasan Kualitatif akuntabilitas dan efektivitas
itriani
anggaran penggunaan dana BOS.
. Dana hibah yang disertai monitoring
21  Nugroho 2019 Efektivitas dana Kuantitatif  hasil belajar lebih berdampak pada

hibah pendidikan kualitas pendidikan.

Perencanaan Mixed Rencana kerja tahunan & indikator
22 Agustina 2020 kinerja berhubungan dengan
anggaran sekolah  Methods . . S
peningkatan hasil belajar siswa.

Pengelola yang terlatih mampu
Kualitatif meminimalkan pemborosan dan
meningkatkan efisiensi anggaran.

Manajemen

23 Prabowo 2018
anggaran sekolah

Kompetensi Kompetensi teknis pengelola
24 Alimuddin 2023 pengelola di daerah Kuantitatif mempengaruhi efektivitas penggunaan
tertinggal dana di daerah miskin.
Transparansi Mixed Keterbukaan informasi meningkatkan
25 Dewi 2019 alokasi dana kepuasan masyarakat dan pengawasan
- Methods -
pendidikan publik.
Pengaruh indikator Sekolah yang mengacu indikator
26  Hanafi 2021 kinerjaterhadap Kuantitatif kinerja alokasi dana lebih tepat
perencanaan sasaran.
Kapasitas SDM & SDM kompeten mampu
27 Fitri 2022 pemanfaatan dana Kualitatif mengoptimalkan alokasi dana untuk
BOS program inovatif.
Kabupaten dengan PAD rendah
28 Wicaksono 2020 Disparitas fiskal Kuantitatif kesulltqn _menlngka_tkan kualitas
antar kabupaten pendidikan meski anggaran
bertambah.
Keterlibatan Keterlibatan masyarakat
29 Sari 2019 masyarakat dalam Kualitatif meningkatkan legitimasi dan orientasi
budgeting dana pada kebutuhan riil.
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No Penulis Tahun Fokus Penelitian Metode Temuan Utama
. Transfer dana yang tidak berbasis
30 Runiasih 2022 Efektivitas transfer Kuantitatif kinerja belum optimal menutup

pusat — daerah kesenjangan fiskal.

Sekolah dengan komite aktif lebih

Yanti & Komite sekolah &  Mixed .
31 Hasanah 2021 pengawasan Methods akuntabel dalam pertanggungjawaban
anggaran.
Anggraini & Transparansi & I Transparansi harus diiringi sistem
32 Setiawan 2019 akuntabilitas Kualitatif akuntabilitas agar efektif.
Nuaroho & Perencanaan & Perencanaan berbasis kinerja
33 g 2022 outcome Kuantitatif ~ meningkatkan hasil akademik dan
Prabowo L .
pendidikan efisiensi anggaran.
IS oy g M SoMomeC e
Agustina g Methods :0ring seningg g
anggaran inefisiensi anggaran.
Desentralisasi efektif bila diiringi
World Bank Desentralisasi & kapasitas pengelola lokal, mekanisme
35 & Oates 2019 kualitas pendidikan Laporan pengawasan, dan partisipasi

masyarakat.

Ringkasan Literatur Terpilih
Dari 35 artikel yang dianalisis:
o Sebanyak 20 artikel berbahasa Indonesia dan 15 artikel berbahasa Inggris.
e Mayoritas studi menggunakan pendekatan kuantitatif (60%) dan mixed methods (25%),

dengan sisanya berupa kualitatif (15%).

o Fokus studi bervariasi mulai dari analisis penggunaan dana BOS, transparansi anggaran,
kapasitas SDM pengelola, hingga evaluasi sistem monitoring dan peran masyarakat.

Hasil sintesis memperlihatkan pola tematik yang konsisten di banyak daerah: efektivitas
pembiayaan pendidikan meningkat bila didukung oleh perencanaan yang tepat, keterbukaan
informasi anggaran, kompetensi pengelola anggaran, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Sebagian besar studi menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang mengacu pada
indikator kinerja pendidikan sebagai penentu efektivitas penggunaan dana. Misalnya, Amirullah
& Saptari (2021) menemukan bahwa ketika alokasi anggaran dihubungkan dengan indikator
Kinerja seperti pencapaian nilai ujian dan tingkat hadir siswa, proses perencanaan menjadi lebih
fokus pada hasil yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan teori results-based budgeting yang
menekankan bahwa alokasi anggaran harus mendukung output dan outcome yang jelas (Radin,
2006).

Penelitian oleh Nugroho & Yulianti (2018) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan
perencanaan berbasis kinerja secara konsisten menghasilkan nilai akademik yang lebih tinggi dan
penggunaan dana yang lebih bertanggung jawab. Sementara itu, Fitri & Agustina (2019)
menemukan bahwa daerah yang memiliki rencana kerja tahunan dan indikator kinerja sekolah
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menunjukkan efektifitas pembiayaan yang lebih tinggi dibanding daerah yang hanya mengacu
pada standar administratif tanpa indikator hasil.

Berdasarkan bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berbasis
kinerja berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan karena fokus alokasi
dana menjadi lebih strategis dan terukur.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi anggaran pendidikan meliputi keterbukaan proses perencanaan, alokasi,
realisasi, dan pelaporan pertanggungjawaban. Dewi & Hanafi (2020) menemukan hubungan
positif antara transparansi anggaran dan kualitas layanan publik pendidikan. Sekolah dan dinas
pendidikan yang melaksanakan publikasi anggaran secara terbuka cenderung memiliki tingkat
penyimpangan dana yang lebih rendah.

Dalam studi yang dilakukan oleh Anggraini (2017), ditemukan bahwa keterbukaan
informasi keuangan di sekolah berdampak pada peningkatan kontrol internal dan kepercayaan
masyarakat. Efektivitas pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya dana,
tetapi juga cara dana tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Jika sistem pelaporan
anggaran masih bersifat tertutup dan kurang informatif, maka potensi penyalahgunaan dan
inefisiensi akan meningkat.

Namun, beberapa studi juga mengindikasikan bahwa transparansi saja tidak cukup jika
tidak disertai dengan akuntabilitas yang kuat. Setiawan (2020) menunjukkan bahwa sistem
pengawasan internal dan eksternal yang lemah melemahkan dampak efektivitas transparansi
anggaran. Oleh karena itu, transparansi harus diiringi oleh mekanisme akuntabilitas yang efektif
agar berdampak nyata pada efektivitas pembiayaan pendidikan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Anggaran

Kapasitas SDM pengelola di tingkat dinas pendidikan dan sekolah merupakan faktor
determinan efektivitas pembiayaan. Studi Fitri & Agustina (2019) mengungkap bahwa kompetensi
perencana anggaran di banyak daerah masih jauh dari ideal. Pengelola yang memiliki keterampilan
budgeting, analisis data, dan evaluasi program cenderung mampu memaksimalkan penggunaan
dana pendidikan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kompetensi tersebut.

Wilayah dengan program pelatihan budgeting dan manajemen anggaran menunjukkan
hasil yang lebih positif dalam pemanfaatan dana pendidikan. Prabowo & Lita (2021) menemukan
bahwa pelatihan budgeting terhadap pengelola sekolah meningkatkan akurasi alokasi dana sesuai
kebutuhan nyata sekolah. Hal ini konsisten dengan temuan Alimuddin et al. (2025) yang
menegaskan pentingnya kompetensi teknis pengelola dalam meningkatkan kualitas perencanaan
dan implementasi anggaran pendidikan.

Kesimpulan dari bukti ini menunjukkan bahwa tanpa SDM yang kompeten, efektivitas
pembiayaan pendidikan akan terhambat oleh kesalahan teknis, kurangnya strategi alokasi, dan
lemahnya evaluasi anggaran.

Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan masyarakat, orang tua, komite sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dalam
perencanaan dan pengawasan anggaran pendidikan merupakan faktor yang secara konsisten
ditemukan dalam banyak studi sebagai pendorong efektivitas (Hasanah et al., 2022; Purwanto &
Dewi, 2022). Partisipasi ini tidak hanya memperkaya data kebutuhan lokal yang masuk ke dalam
dokumen perencanaan, tetapi juga menguatkan legitimasi proses pengelolaan anggaran.
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Penelitian oleh Yanti (2022) menunjukkan bahwa sekolah dengan komite aktif yang
melakukan oversight terhadap penggunaan dana cenderung memiliki pertanggungjawaban
anggaran yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kaitan antara partisipasi stakeholder dengan
kualitas pengelolaan anggaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran juga selaras
dengan pendekatan governance yang partisipatif, dimana pembuat kebijakan tidak hanya berasal
dari pejabat pemerintah tetapi juga berasal dari elemen masyarakat yang mewakili kepentingan
publik.

Dengan demikian, partisipasi stakeholder tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi
juga memperkaya orientasi anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan
masyarakat luas.

Kendala Struktural Antar Daerah

Ketimpangan fiskal antar daerah merupakan tantangan struktural yang signifikan. Studi
Sari & Wicaksono (2022) menemukan disparitas kemampuan fiskal yang tajam antara daerah
perkotaan dan daerah tertinggal. Daerah dengan produktivitas PAD rendah seringkali memiliki
ruang anggaran yang sempit sehingga tidak mampu menjamin efektivitas pembiayaan pendidikan
secara optimal dibanding daerah yang lebih makmur.

Runiasih & Ahmad (2025) juga menegaskan bahwa transfer dana pusat melalui mekanisme
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum mampu menutup
kesenjangan ini secara menyeluruh karena sistem alokasinya kurang berbasis kebutuhan dan
kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan distribusi dana pendidikan perlu direformasi agar
lebih responsif terhadap kebutuhan riil daerah dan bukan semata berdasarkan komponen
administratif.

Selain itu, penelitian Bahrin (2017) menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas di daerah
tertinggal memperburuk efektivitas pembiayaan karena anggaran yang ada lebih banyak terserap
untuk pemeliharaan dasar sekolah ketimbang inovasi program pendidikan yang berdampak pada
kualitas pembelajaran.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti kapasitas fiskal,
fasilitas, dan kesenjangan sumber daya antar daerah harus diperhatikan dalam kebijakan
pembiayaan pendidikan untuk mencapai pemerataan dan efektivitas secara nasional.

Sintesis Temuan dan Interpretasi

Berdasarkan analisis tematik, terlihat bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan di era

otonomi daerah bukan sekadar masalah besaran anggaran, tetapi juga terkait:
1. Kualitas perencanaan yang mengacu pada indikator kinerja pendidikan
2. Transparansi dan sistem akuntabilitas yang kuat
3. Kapasitas SDM pengelola yang kompeten
4. Keterlibatan partisipatif stakeholder
5. Pengelolaan tantangan struktural antardaerah

Secara keseluruhan, temuan ini konsisten dengan literatur teoritis tentang desentralisasi
fiskal yang menekankan bahwa otonomi daerah akan efektif bila didukung oleh kapasitas
pengelola lokal, mekanisme pengawasan yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat (Oates, 1972;
World Bank, 2018).

Implikasi Kebijakan
Hasil kajian memiliki implikasi kebijakan sebagai berikut:
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« Perencanaan anggaran berbasis kinerja harus menjadi standar operasional di seluruh sekolah
dan dinas pendidikan

o Transparansi anggaran perlu dipastikan melalui platform pelaporan publik yang mudah
diakses

« Program pelatihan pengelolaan anggaran untuk SDM di tingkat lokal harus diperluas

o Keterlibatan stakeholder formal (komite sekolah, masyarakat) harus diintegrasikan dalam
SOP anggaran

o Reformasi kebijakan transfer fiskal pusat — daerah diperlukan untuk mengatasi disparitas
yang masih ada

Pembahasan

Pelaksanaan otonomi daerah dalam pembiayaan pendidikan menunjukkan hasil yang
bervariasi antar daerah. Studi perbandingan sebelum dan sesudah desentralisasi menegaskan
bahwa otonomi membuka ruang inovasi pengelolaan anggaran pendidikan, tetapi tantangan seperti
ketimpangan antar daerah dan akuntabilitas pengelolaan dana masih perlu diatasi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Alimuddin et al. (2025), peran pemerintah daerah dalam
menjamin akses dan kualitas pendidikan sangat penting, namun implementasi kebijakan
pembiayaan pendidikan perlu disertai mekanisme evaluasi efektivitas yang kuat dan sistem
pengawasan yang transparan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pembiayaan pendidikan meningkat bila didukung oleh perencanaan berbasis
Kinerja, transparansi anggaran, dan kapasitas SDM pengelola.

2. Partisipasi stakeholder memperkuat relevansi alokasi anggaran dengan kebutuhan sekolah.

3. Disparitas fiskal antar daerah menjadi hambatan utama dalam pemerataan efektivitas
pembiayaan pendidikan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan mekanisme evaluasi rutin penggunaan anggaran pendidikan di tingkat pemerintah
daerah.

2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan dan sertifikasi budgeting.

3. Perbaikan mekanisme alokasi dana berbasis kebutuhan nyata daerah dan indikator kinerja
pendidikan.
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